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Abstrak 

Perkembangan era globalisasi yang berkembang pesat ditandai dengan kemajuan teknologi yang 

telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Teknik 

pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, 

atau mencapai tujuan penelitian. Dalam penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Standar Harga 

Satuan (SHS) pada BPKAD Kabupaten Sikka untuk perencanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, berbagai tahapan dan indikator telah diterapkan 

untuk mencapai hasil yang efektif, efisien, dan transparan. 

Kata kunci: PERBUB; Standar Harga; BPKAD 

 

Abstract 

The rapid development of the globalization era is marked by technological advancements that 

have brought significant changes in various aspects of life worldwide. Data collection 

techniques are methods or approaches used by researchers to gather the necessary information 

or data to answer research questions, test hypotheses, or achieve research objectives. In the 

formulation of the Regent Regulation (Perbup) on the Standard Unit Price (SHS) at the Regional 

Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sikka Regency for the 2025 Regional 

Revenue and Expenditure Budget (APBD) planning, various stages and indicators have been 

implemented to achieve effective, efficient, and transparent results. 

Keywords: Perbup; Standard Price; BPKAD 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan era globalisasi yang berkembang pesat ditandai dengan kemajuan 

teknologi yang telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di 

seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka akses yang lebih luas 

dan cepat terhadap informasi sehingga memungkinkan berbagai sektor untuk dapat berkembang 

lebih cepat dan efisien. Inovasi teknologi terus mendorong perubahan, mempengaruhi cara kita 

berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Perubahan ini juga menciptakan tantangan baru, seperti 

kesenjangan digital dan kebutuhan akan ketrampilan digital yang lebih tinggi. Namun tantangan 

seperti ini perlu diatasi oleh pemerintah dan instusi Pendidikan yang dapat bekerja sama untuk 

memastikan bahwa akses terhadap teknologi ini dapat merata dan inklusif.  

Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah dan instusi Pendidikan di Indonesia harus 

mengimplementasikan kebijakan yang mendukung proses pembelajaran dan akses teknologi 

yang merata demi meningkatkan ketrampilan bagi mahasiswa. Pendidikan merupakan salah satu 

fondasi utama pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga 

yang produktif, berdaya saing, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Di era modern yang 

terus berubah, tantangan dalam dunia pendidikan semakin kompleks. Salah satu cara untuk 

menjawab tantangan ini adalah dengan mengadopsi konsep kurikulum merdeka. 
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Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada 

mahasiswa dan dosen dalam merancang proses pembelajaran yang lebih relevan dengan 

kebutuhan industri dan tantangan global. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. 

Kurikulum ini menerapkan sebuah konsep pembelajaran yang pada awalnya berpusat 

pada pendidik berubah menjadi berpusat pada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk dapat 

mandiri, aktif, dan kreatif dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan 

prinsip utama dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang menekankan pentingnya 

memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi mahasiswa dalam menentukan jalur 

pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. (Arafu et al., 2023) 

Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka  adalah  kebijakan  Menteri  Pendidikan  dan  

Kebudayaan  yang  bertujuan mendorong mahasiswa  agar  menguasai  berbagai keilmuan  

untuk  memasuki  dunia kerja.  Kebijakan  Merdeka Belajar. Kampus  Merdeka  sesuai  dengan  

Permendikbud  Nomor  3  Tahun  2020 tentang  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi 

(Simatupang & Yuhertiana, 2021).Proses pembelajaran pada Kurikulum Merdeka  Belajar  

Kampus  Merdeka  (MBKM)  yang menjadi sala h satu bentuk dalam proses pembelajaran yang   

berpusat   pada   mahasiswa   (students  centered learning)   yang   akan   memberikan tantangan   

dan kesempatan   pada   perkembangan   individu,   inovasi, kreativitas, kapasitas, dan 

kebutuhan mahasiswa dalam menemukan  pengetahuan  sesuai  dinamika  kenyataan lapangan.   

Kurikulum    Merdeka    Belajar    Kampus    Merdeka (MBKM)   diharapkan hard   skill dan 

soft skill smahasiswa terbentuk dengan kuat melalui permasalahan riil, interaksi sosial, 

kolaborasi, tuntutan kinerja, syarat kemampuan, target dan pencapaian. Sehingga menghasilkan 

lulusan yang kreatif, inovatif, dan professional. (Kemndikbud., 2020) dalam (Arafu et al., 

2023).Salah satu progam utama dalam MBKM ini adalah Magang, yang memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja. 

Magang merupakan kegiatan yang direncanakan dan tertuang dalam kurikulum 

pembelajaran, dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

industri dan dunia kerja (IDUKA), sekaligus memberikan ruang dan kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori dan praktik lapangan  serta  mendekatkan  mahasiswa  kepada  user.  

Magang  merupakan  usaha  sistematik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara pendidikan tinggi 

vokasi, menyiapkan mahasiswa untuk mengukur kompetensi yang dikuasai dalam rangka 

mencapai sikap, pengetahuan dan keterampilan atau keahlian tertentu (Melati & Artikel, 2018). 

Melalui magang, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah 

dipelajari di kelas, membangun jaringan profesional, serta meningkatkan soft skill seperti 

komunikasi, kerja tim, dan problem-solving. Universitas Nusa menyikapi program ini dengan 

antusias dan berkomitmen untuk mendukung mahasiswa dalam menjalankan magang di 

berbagai perusahaan dan industri. Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia telah banyak 

menyelenggarakan kegiatan Magang Bersertifikat bagi mahasiswanya. Salah satu Perguruan 

tinggi yang juga menjalankan kegiatan Magang ini adalah Universitas Nusa Nipa Indonesia.   

Universitas Nusa Nipa  merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berlokasi di 

Kabupaten Sikka yan didirikan sejak tahun 2005, dan pernah meraih penghargaan berprestasi 

dalam implementasi program Merdea Belajar pada tahun 2023. Universitas Nusa Nipa juga 

menjalin kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah yang berada di kabupaten sikka, salah 

satunya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan menjadi tempat magang 

bagi mahasiswanya. 

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai salah satu perangkat daerah pada 

lingkup pemerintahan Kabupaten Sikka yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga berperan dalam menyusun kebijakan dan 

pedoman teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, BPKAD juga 

bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pengelolaan anggaran dan aset daerah 

dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka  memiliki 

beberapa bidang yang fokus pada pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu bidang 
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utamanya adalah Bidang Aset. Dalam bidang aset, terdapat beberapa sub bidang penting yang 

masing-masing memiliki peran khusus. Sub bidang tersebut meliputi Penatausahaan dan 

Pelaporan, yang bertanggung jawab atas pencatatan dan penyusunan laporan terkait aset daerah 

untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian, ada sub bidang Pemanfaatan dan 

Pengendalian Aset, yang fokus pada optimalisasi penggunaan aset serta pengawasan agar aset 

tidak disalahgunakan dan pada sub bidang Pengamanan dan Mutasi Aset, yang memastikan 

keamanan aset dari kerusakan atau kehilangan dan mengatur proses pemindahan kepemilikan 

atau penggunaan aset.  

Pada bidang Aset ini memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah 

terinventarisasi dan terpelihara dengan baik, termasuk melalui perawatan dan perbaikan rutin. 

Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah 

penyalahgunaan dan memastikan aset digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, penyusunan 

laporan berkala tentang status dan kondisi aset dilakukan untuk menjamin transparansi dan 

akuntabilitas. Penilaian aset secara periodik juga dilakukan guna menentukan nilai 

ekonomisnya, serta optimalisasi penggunaan aset agar dapat memberikan manfaat maksimal 

bagi daerah.  

Bidang Aset memiliki beberapa sub bidang di dalamnya terdapat beberapa sub bidang di 

dalamnya, yaitu Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset, Sub Bidang Pengamanan dan 

Mutasi Aset, serta Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, yang masing-masing 

memiliki peran penting dalam pengelolaan aset daerah secara menyeluruh dan terintegrasi. 

Secara umum, Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset bertugas meneliti kebutuhan 

pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD), menyiapkan dan meneliti dokumen 

terkait penetapan status penggunaan dan pemanfaatan BMD, melaksanakan penilaian BMD, 

serta menghimpun laporan pemeliharaan BMD secara berkala. Selain itu, sub bidang ini 

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan BMD, melakukan penilaian kinerja 

pegawai, menyusun standarisasi sarana dan prasarana, serta menyusun standarisasi harga satuan 

umum. Berdasarkan Pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis selama magang di 

bidang Aset salah satu masalah yang terdapat pada sub  bidang pemanfaatan dan yang terkhusus 

pada penetapan Standar Satuan Harga adalah keterlambatan penyusunan dan pengesahan dalam 

penyusunan APBD dan pelaksanaan anggaran.  

Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunan anggaran antara 

lain: (1) Ketidakjelasan tujuan dan prioritas (2) Kurangnya data dan informasi (3) Kurangnya 

partisipasi dan koordinasi (4) Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Selain 

itu, juga terdapat permasalahan pada penggunaan SHS yaitu: (1) Ketidakakuratan SHS: SHS 

yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuanharga pada proyek konstruksi 

atau. kegiatan pembangunan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan dana publik 

yang tidak efektif dan efisien, serta menimbulkan potensi kerugian keuangan. (2) Kurangnya 

transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan 

SHS dapat menyebabkan praktik mark up harga atau pemotongan kualitas bahan yang dapat 

mengakibatkan kerugian keuangan bagi negara dan masyarakat. (3) Kurangnya pembaruan 

SHS: Kurangnya pembaruan SHS secara teratur dapat menyebabkan ketidakakuratan dan 

ketidaksempurnaan SHS yang digunakan. (4) Kurangnya pemahaman dan penggunaan yang 

tepat: Kurangnya pemahaman dan penggunaan SHS yang tepat dapat mengakibatkan kesalahan 

dalam penggunaan SHS pada proyek konstruksi atau kegiatan pembangunan lainnya. Hal ini 

dapat mengakibatkan ketidakakuratan penentuan harga dan penggunaan dana publik yang tidak 

efektif dan efisien. 

 

METODE  

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, 

menguji hipotesis, atau mencapai tujuan penelitian. Teknik ini mencakup berbagai pendekatan 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

Wawancara 
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Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Phares (1992) menambahkan bahwa bagi psikolog klinis, wawancara merupakan teknik 

yang paling dasar dan berguna karena hasilnya dapat membantu psikolog untuk memahami 

masalah klien, membuat prediksi, dan mengambil keputusan. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui serangkaian kegiatan tanya-jawab atas 

beberapa pertanyaan yang kemudian memberikan data atas masalah yang sedang diteliti oleh 

peneliti. Menurut Burhan Bungin (2012:67) ada dua tipe wawancara, yaitu wawancara 

terstruktur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, 

karena dengan wawancara mendalam bisa digali mengenai apa yang tersembunyi di sanubari 

seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan.  (Pada 

Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Ardiansyah et al., n.d.2015). Dalam laporan ini 

wawancara dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Bidang Aset. 

Observasi 

Observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan sistematis dan 

terstruktur terhadap fenomena atau objek tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

baik tentang karakteristiknya, perilaku, atau pola yang muncul. Dalam observasi, peneliti secara 

langsung memerhatikan dan mencatat apa yang terjadi tanpa memengaruhi atau mengubah 

situasi yang diamati. Metode ini dapat digunakan dalam berbagai konteks penelitian, baik ilmiah 

maupun non-ilmiah, dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui alat bantu seperti kamera 

atau alat perekam lainnya. (Muntama Budiarti et al., n.d.2024) 

Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dalam studi dokumen dilakukan melalui pengambilan data sekunder 

dari instansi terkait, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. Data 

yang dikumpulkan mencakup laporan resmi, rencana strategis, serta dokumen peraturan daerah 

dan Undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. 

Analisis data berdasarkan pendapat Noeng Muhadjir (1998: 104) dalam (Ahmad & 

Muslimah, 2021) adalah Usaha menemukan dan mengganti dengan dengan sistematik data hasil 

wawancara, observasi,dan lainya sehingga dapat peneliti memahami tentang kasus yang sedang 

diteliti dan dapat disajikan untuk temuan akan dating sehingga dalam upaya meningkatkan 

pemahaman analisis harus dilanjutkan dengan mencari makna. 

Miles dan Huberman (1994) menggambarkan analisis data kualitatif sebagai berikut: 

a. Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, 

meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata 

mereduksi data untuk menyebut tahapan ini. 

b. Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu 

penarikan kesimpulan, 

c. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian 

sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah 

dikumpulkan dan dianalisis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis memulai kegiatan magang pada hari Selasa, 13 Agustus 2024. Kegiatan magang 

ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, mengikuti jadwal kerja yang berlaku, yaitu setiap 

hari Senin hingga Jumat. Waktu pelaksanaan kegiatan magang setiap harinya dimulai dari pukul 

07.30 hingga 16.00 WITA. Selama magang di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah, penulis ditempatkan di Bidang Aset. Kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh penulis 

selama magang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dirincikan sebagai 

berikut:  

1. Scan RKBMD T.A 2024 

2. Kompilasi Hail Suvei Harga Barang Dan Jasa Rancangan Lampiran SHS peraturan Bupati 

Tentang; Standar satuan harga, Standar Biaya umum, Analisis standar belanja dan Harga 

satuan pokok kegiatan T.A 2025. 

3. Menyandingkan hasil perhitungan Dinas Pekerjaan Umum terhadap Lampiran ASB 

Rancangan Peraturan Bupati tentang standar satuan haraga, standar biaya umum, analisis 

standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan T.A 2025 
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4. Menyusun standar harga (Perlengkapan Dinas) 

5. Menyusun standar harga (Perlengkapan Laboratorium) 

6. Membuat surat permohonan sewa Tempat Usaha Kuliner di Jalan Mawar Kelurahan 

Madawat Kecamatan Alok. 

7. Kompilasi hasil survei harga barang dan jasa lampiran SHS Rancangan Peraturan Bupati 

Tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Modal, Analisis Standar Biaya dan Harga 

Satuan Pokok Kegiatan T.A 2025 (Perlengkapan Dinas). 

8. Turun Lapangan: Melakukan survei Lokasi untuk tempat sewa Pembuatan Depot Air Minum 

di Kelurahan Wolomarang. 

9. Turun Lapangan: Melakukan pengukuran pada Lokasi rumah dinas milik pemda di 

Kelurahan Kota Uneng. 

10. Turun Lapangan: Melakukan pengukuran tanah Bersama petugas kantor pertanahan dan 

melakukan pengaman administrasi berupa sertifikat: Fisik, Admintrasi, Sertifikat. Pada 

Tanah Pemda di SDN Oka Kecamatan Palue. 

11. Membuat laporan perjalanan dinas ke Palue 

12. Menyusun Standar Harga (Pendukung Perlengkapan Olahraga) 

13. Scan Daftar Kendaraan Untuk KPK 

14. Scan Pakta Integritas  

15. Rekap Laporan Pengadaan BMD berupa Aset Tetap Lainnya (SMP) 

16. Membuat surat permohonan sewa tempat usaha warung makan di jalan wairklau dan turun 

lapangana melakukan Pengukuran tempat/lokasi usaha warung makan di Jl. Wairklau. 

17. Menyiapkan lampiran SHS Rancangan Peraturan Bupati. 

18. Membuat surat rekomendasi permohonan pemanfaatan sewa Gedung dinas. 

19. Turun Lapangan: Pengukuran Tanah Milik PEMKAB Sikka, Bersama Petugas Kantor 

Pertanahan, Pada Tempat Peristirahatan (Cottage) Di Desa Wairterang Kecamatan Waigete. 

20. Turun lapangan melakukan pengambilan titik koordinat pada ruas jalan kantor camata Alok 

Barat 

21. Membuat Hasil Laporan perjalanan dinas berkaitan dengan pengukuran tanah pada Desa 

Wairterang Kecamatan Waigete. 

22. Turun Lapangan: Survey Pengambilan foto titik koordinat pada jalan Wolomarang-Aimitat  

Kelurahan Wailiti. Dalam rangka pensertipikatan jalan. 

23. Membuat Surat Permohonan Sewa Tanah, Pemkab Sikka pada Jalan Ahmad Yani Kelurahan 

Kota Baru Kecamatan Alok, Untuk Tempat Pemasangan PJU/Bilboard 

24. Mengikuti Rapat Di Bagian Hukum Setda berkaitan dengan Pembahasan  SHS,SBU,ASB 

Dan HSPK oleh BPKAD sesuai dengan peraturan Bupati Sikka Tahun Anggaran 2025. 

25. Membuat Daftar Pensertipikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 

26. Croscheck  Rekon Penghapusan Aset lain-lain. 

27. Membuat surat permohonan sewa penggunaan Lapangan Kota Baru dalam rangka kegiatan 

perlombaan HUT Tim Pelayanan GMIT dan Reformasi. 

28. Membuat daftar tanah pemerintah kabupaten sikka yang dipergunakan untuk jalan. 

29. Membuat Berta Acara serah terima serfipikat tanah dari pemerintah kabupaten sikka kepada 

Kementerian agama kabupaten sikka. 

30. Turun lapangan melakukan penghapusan BMD Pada Dinas Kominfo. 

31. Turun lapangan melakukan penghapusan BMD Pada Kelurahan Kota Baru, SMPN Alok. 

32. Turun lapangan melakukan penghapusan BMD Pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan 

Sipil. 

33. Membuat berita acara hasil pemeriksaan faktual lapangan untuk proses penghapusan barang 

milik daerah tahun 2024. 

34. Melakukan Verifikasi laporan bulanan. 

35. Membuat pengarsipan dan pengkodean pada berkas Tanah 

36. Membuat rekapan daftar pengguna barang Tahun 2024 

37. Turun lapangan melakukan pemasangan plank pada tanah Pemkab Sikka di Kecamatan 

Talibura yaitu pada dua titik Desa Nebe dan Desa Talibura. 

38. Turun lapangan melakukan pemasangan plank pada tanah Pemkab Sikka di Kecamatan Bola 

dan Waigete. 
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39. Turun lapangan melakukan penagihan terkait sewa tanah dan rumah dinas milik pemerintah 

kabupaten sikka di Kecamatan Alok Barat dan Magepanda 

40. Turun lapangan melakukan Identifikasi dan Verifikasi tanah permohonan kabupaten sikka 

atas permohonan hibah tanah oleh Desa Nita Kecamatan Nita. 

Pembahasan 

Hasil Observasi dan Wawancara 

Dalam memperoleh informasi terkait Strategi dalam Penyusunan Peraturan Bupati 

(Perbup) Standar Harga Satuan pada BPKAD Kabupaten Sikka, kegiatan ini dilakukan melalui 

wawancara, observasi di BPKAD Kabupaten Sikka. Wawancara dilakukan berdasarkan 

indikator berikut: 

1. Analisis Kebutuhan dan Tujuan 

Berdasarkan dengan analisis kebutuhan dan tujuan  penulis melakukan wawancara 

dengan kasubid pemanfaatan dan pengendalian aset pada bidang aset. 

a. Kebutuhan utama yang diidentifikasi dalam penyusunan SHS 

Dalam penyusunan Sistem Hukum dan Standar (SHS), kebutuhan utama yang harus 

diidentifikasi mencakup beberapa aspek krusial. Dari segi regulasi, diperlukan 

sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar nasional 

dan internasional untuk memastikan kepatuhan hukum. Secara teknis, penyusunan SOP 

yang jelas, infrastruktur pendukung, serta sistem pemantauan dan evaluasi harus tersedia 

guna menjamin implementasi yang efektif. Dari sisi sumber daya manusia, pelatihan dan 

sertifikasi menjadi esensial untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki 

kompetensi yang memadai. Selain itu, aspek sosial dan budaya harus diperhatikan dengan 

mengedepankan edukasi serta sosialisasi agar SHS dapat diterima dan dijalankan dengan 

baik oleh masyarakat atau organisasi. 

b. Tujuan utama dari penyusunan SHS  

Tujuan utama dari penyusunan Sistem Hukum dan Standar (SHS) adalah untuk 

menciptakan kerangka hukum dan operasional yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan 

regulasi yang berlaku guna meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi dalam 

suatu sektor atau organisasi. SHS bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur, 

kebijakan, dan standar yang diterapkan telah selaras dengan peraturan perundang-

undangan nasional maupun standar internasional yang relevan, sehingga dapat 

mengurangi risiko hukum, meningkatkan kualitas layanan atau produk, serta mendukung 

tata kelola yang baik. 

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Sumber data apa saja yang digunakan dalam penyusunan SHS 

Sumber data  yang digunakan dalam proses penetapan standar harga satuan berupa e-

Katolog dan penyedia berupa toko, apotek, UD, CV, dan PT yang berada di kabupaten 

sikka.  

b. Metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan data harga barang dan jasa yaitu 

dengan melakukan survei lapangan dan wawancara terhadap penyedia. 

3. Proses verifikasi dan validasi data harga dilakukan 

Proses verifikasi dan validasi data harga yang telah dikumpulkan sebelum penyusunan 

standar harga satuan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Tim penyedia terlebih dahulu 

mendistribusikan lembar survei kepada penyedia barang atau toko-toko terkait. Data hasil survei 

tersebut kemudian dikompilasi oleh masing-masing tim ke dalam format Excel yang telah 

ditetapkan berdasarkan hasil rapat. Dalam rapat tersebut, ditentukan bahwa penetapan harga 

dasar mengacu pada harga tertinggi dari hasil survei. Selanjutnya, data yang telah dikompilasi 

akan dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) guna memastikan bahwa 

standar harga yang ditetapkan bersifat akurat dan transparan. 

4. Penetapan Harga Standar 

a. Bagaimana proses penetapan standar harga satuan dilakukan? 

1.   Persiapan dan Pelaksanaan Survei; 

Tim penyedia terlebih dahulu menyusun formulir survei, mencetaknya, dan 

mendistribusikannya kepada masing-masing tim penyedia. Sebelum pelaksanaan 
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survei, dilakukan pemberitahuan resmi melalui surat kepada penyedia barang dan 

toko-toko dengan koordinasi yang jelas. 

Tim penyedia kemudian melaksanakan survei langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan data harga dari berbagai sumber yang telah ditentukan. 

2. Kompilasi dan Analisis Data; 

Data hasil survei dikompilasi oleh tim penyedia dan disusun dalam format yang telah 

ditetapkan. 

Wakil Ketua Tim Koordinasi melakukan verifikasi terhadap keseluruhan hasil survei, 

yang selanjutnya digunakan sebagai lampiran dalam penyusunan rancangan standar 

harga satuan. 

3. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan; 

Tim penyusun mengadakan rapat pembahasan awal untuk menelaah hasil survei dan 

menyusun rancangan standar harga satuan. 

Rancangan tersebut kemudian diajukan untuk dibahas dalam rapat bersama guna 

mendapatkan masukan dan penyempurnaan. 

Hasil pembahasan dituangkan dalam notulen rapat sebagai dasar revisi oleh tim 

penyusun. 

4. Revisi dan Harmonisasi Regulasi; 

Tim penyusun melakukan revisi rancangan berdasarkan kesepakatan yang dicapai 

dalam rapat bersama Tim Produsen Daerah. 

Draf yang telah direvisi diajukan untuk proses harmonisasi dengan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham). 

Dilakukan pembahasan bersama Kanwil Kemenkumham untuk memastikan 

kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. 

Jika diperlukan, dilakukan revisi lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dengan 

Kanwil Kemenkumham. 

5. Penetapan, Pengesahan, dan Publikasi 

Setelah finalisasi, rancangan ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Sikka, diundangkan 

oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda), dan disahkan oleh Kepala Subbagian (Kasubag) 

Hukum. 

Peraturan Bupati yang telah disahkan kemudian dipublikasikan melalui situs web 

resmi atau didistribusikan dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada perangkat 

daerah terkait. 

b. Bagaimana koefisien dan indeks digunakan dalam penetapan harga? 

Dalam koefisien dan indeks harga menggunakan harga standar maksimum/harga tertinggi 

lalu dikompilasis lagi komponen pembentuk untuk harga standar ditambah PPN 11% dan 

tingkat inflasi 2,19% (tingkat inflasi dari bulan juni ke juni) berdasarkan hasil berita acara 

notulen rapat. Dari hasil kompilasi didapatkan harga sasaran untuk masing-masing barang 

item belanja yang akan dilampirkan pada perbup. Berdasarkan hasil ini ada beberapa 

harga satuan yang tidak ada penyedia maka tim menggunakan pencarian melalui e-

Katalog, jika tidak ditemukan maka tetap menggunakan haraga tahun sebelumnya. 

5. Transparansi dan Partisipasi; 

a. Bagaimana BPKAD Kabupaten Sikka memastikan transparansi dalam proses penetapan 

harga? 

Transparansi dan proses penetapan harga melibatkan berbagai pemangku kepentingan 

yang dibuat berdasarkan Sk Bupati terkait tim penyusun yaitu dari beberapa OPD yaitu; 

Baperida, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas 

Pertanian, Rumah Sakit, dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

b. Bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk memastikan akuntabilitas dalam 

penetapan standar harga? 

Langkah-langkaha yang diambil untuk memastikan akuntabilitas yaitu dengan 

mengembangkan strategi untuk mempublikasikan SHS secara transparan dengan melalui 

situs web resmi dan mensosialisasikan penggunaanya terhadap pihak terkait. 

6. Evaluasi dan Pengendalian 
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Bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pada 

SHS?  

Dalam evaluasi terkait hasil dari penetapan peraturan bupati standar harga satuan dapat 

ditemukan review dari pihak inspektorat terhadap dokumen yang telah ditetapkan. 

 

SIMPULAN 

Dalam penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Standar Harga Satuan (SHS) pada BPKAD 

Kabupaten Sikka untuk perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2025, berbagai tahapan dan indikator telah diterapkan untuk mencapai hasil yang 

efektif, efisien, dan transparan. Adapun kesimpulan dari hasil magang ini adalah sebagai 

berikut: 

Analisis Kebutuhan dan Tujuan: Proses identifikasi kebutuhan dan penetapan tujuan yang 

jelas sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebutuhan terkait barang dan jasa telah 

diidentifikasi dan bahwa tujuan penyusunan SHS dapat dicapai. Tujuan utama meliputi 

peningkatan efisiensi anggaran, pengendalian biaya, dan transparansi dalam penggunaan 

anggaran. 

Pengumpulan dan Pengolahan Data: Menggunakan sumber data primer dan sekunder 

yang akurat dan tepercaya sangat penting dalam pengumpulan data. Survei lapangan, 

wawancara dengan vendor, dan analisis dokumen adalah metode yang efektif dalam 

mengumpulkan data harga barang dan jasa. Studi literatur dan studi komparatif dengan wilayah 

lain juga berperan penting dalam memastikan keakuratan data. 

Analisis dan Verifikasi Data: Proses analisis dan verifikasi data dilakukan dengan 

menyusun kertas kerja yang berisi analisis biaya dan benchmarking harga dengan pasar. Proses 

verifikasi dan validasi data melalui cross-check dari berbagai sumber dan konsultasi dengan ahli 

memastikan keakuratan data yang digunakan. 
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